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ABSTRAK 
 
Presiden yang telah dipilih dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan 
sumpah jabatan. Sumpah jabatan tersebut adalah merupakan janji Presiden sebagai Mandataris 
MPR terhadap seluruh rakyat untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian 
sumpah adalah merupakan kesanggupan untuk mentaati atau untuk tidak melanggar larangan yang 
telah ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut ajaran agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Dengan sumpah jabatan tersebut, maka kedudukan Presiden atau 
Wakil Presiden baru sah untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Sumpah tersebut di dalam 
Islam dinamakan bai’at. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana diskripsi 
sumpah jabatan Presiden tersebut menurut Undang-undang. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam 
terhadap Sumpah Jabatan Presiden. 
Teknik Pengumpulan Data dari pembahasan ini adalah; 1). Dengan Pengamatan (Observasi) 
dengan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan menelaah) peristiwa, keadaan atau 
hal lain yang menjadi sumber data. 2). Analisa data Historis, yakni upaya mengungkapkan data 
dengan cara menganalisa latar belakang historis suatu kasus yang dipelajari. 3). Riset Kepustakaan, 
yakni data yang diperoleh dengan jalan study penelitian terhadap berbagai macam buku yang 
berhubungan dengan pembahasan ini. Dalam pengolahan data dipergunakan Metode Induktif, 
Metode Diskriptif dan Metode Komparatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Di 
dalam Undang-undang Dasar 1945 ada aturan yang pasti tentang sumpah jabatan Presiden yaitu 
pasal 9 Undang-undang Dasar 1945. Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 2). Sumpah jabatan bagi Presiden itu dibenarkan oleh Hukum Islam, 
baik mengenai cara dan isi Sumpah Jabatan tersebut. 
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